BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERA’I‘URAN BUPATI KAPUAS HULU

- NOMOR 46 TAHUN 20 14
s TENTANG S
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

e BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU

SR _“_'DENGAN RAHMA’I‘ TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU

L 2007 tentang Orgamsa31 Perangkat Daerah;

' .KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA AT A

: .ba_hwa .: dalam I-angka pelaksanaan : o |
" Peraturan" Pemenntah Nomor 41" Tahun - - 0

sebagai . bahan acuan ' dalam menata

RS kembali Orgamsa31 Perangkat Daerah bagi - S

| 'Kabupaten/ Kota, 5:-_.

.. Pemerintah Propinsi dan - Pemermtah

- :; jf b _bahwa - dengan: | tclah dltctapkannya _: B

1 Kedua Atas Peraturan  Daerah Kabupaten

L 'secara tersendm R R ]

© . Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Huly = = -
~''Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan .

:--" Kapuas Hulu.Nomor 7-Tahun 2008 tentang = '~
. Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah .~ =@
.. - Kabupaten . Kapuas Hulu, maka “perlu ' L

0 ditetapkan petunjuk pelaksanaannya_

"¢ bahwa berdasarkan pertlmbangan_ SR
SR sebagalmana dimaksud dalam hurufadan | il
./ huruf b, ‘perlu - menetapkan Peraturan . ..

f'__:f-'Bupatx tentang Struktur Orgamsam dan .o
" Tata ' -Kerja : - Kantor Pemberdayaanz-’j-'-_”'
R Perempuan dan Keluarga Berencana, R

Mengmgat 1 Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 j: |

' tentang . Penetapan . Undang-Undang . = .. "
© 27 Darurat - Nomor 3 Tahun 1953 tentang-’;
RS Pembentukan = Daerah’. - Tingkat ._ i e
i Kalimantan' (Lembaran Negara Repubhk“_ ST
" Indonesia Tahun 1953 ‘Nomor. 9) sebagai = . .
_'Undang—Undang (Lembaran Negara .




e ‘--:'Repubhk Indonema Tahun 1959 Notmior 72 ot

T | Tambahan ' Lembaran Negara Repubhk

. "f"_;'-_Indonema Nomor 1820),

.'_-'-Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2003_,"' A
.- tentang - Pcrhndungan Anak (Lembaran- RTTE
7" Negara Republik * Indonesia - Tahun 2003
‘.. Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara"_;

SR “Republik Indoncsm Nomor 4235)

 --j-'.j--fUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2004: T
. tentang Perlindungan’ Anak - (Lembaran . .

._;"=Negara <Republik Indonesia. Tahun - 2004:.-'1'-'.:*ji'"""
. Nomor 95, Tambahan -Lembaran Negara;:.:.-'--
e __Republlk Indonesza Nomor 44 19}

“ ":::.":._‘Undang—Undang Nomor 32 Tahun 20045“5,;; BRI
" tentang- Pemerintahan Daerah (Lembaran'_._';_. RO

f".fj-;Negara Republik Indonesia Tahun - 2004 ¢

.. - Nomor 125, Tambahan Lembaran ‘Negara L

 Republik -  Indonesia: ~ Nomor ;:5 4437)1_,.;_ e

T:f-ﬁ.{sebagalrnana telah - dlubah beberapa kali =
. dan'yang terakhir dengan Undang-Undang .~ .. -
- Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan =~ =
.. UKedua: Atas Undang-Undang Nomor 32 - - "7 -
~ Tahun 2004 tentang Pcmenntahan Daerah. LR

TR (Lembaran-' Negara Republlk Indonesia

~Tahun - 2008 Nomor - 59, Tambahan

" Lembaran Negara Repubhk Indone'sia-

- Nomor 4844);

5 Undang—Undang Nomor 33 Tahun 2004-.. o

'-'--__'_?-_‘;-tentang Penmbangan Keéuangan Antara’ -~ . Sk

- Pemerintah' Pusat - dan Pemenntahan .

. 'Dagrah : (Lembaran - Negara - Republlk_.f-'.--1_::-':-: S
S Indone31a ’I‘ahun 2004 ‘Nomor 126,
" Tambahan - Lembaran - Negara Repubhk_.__' S

_'Indones1a Nomor 4438], Sl

6. 'Undang-Undang Normor 52 “Tahun_ 2009.‘13["_4:"'-3'_-'
" tentang Perkembangan Kependudukan dan . i
-~ Pembangunan’ Keluarga (Lembaran Negara™ = ... "
'_.__:'.-:i-.‘_:Repubhk Indonesia : Tahun 2009 Nomorj_ A O

+* 161, Tambahan Lembaran Negara Repubhk-‘-_ g

o _Indonesm Nomor 5080) _ DR R
: '_Undang-Undang Normor - 12 Tahun 2011

. tentang  Pembentukan - - Peraturan .
SR 'f?_*'-.ffPerundang-Undangan (Lembaran Negara '\ -~ "o
- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, =

:_-_;: Tambahan ‘. Lembaran . Negara Repubhkj.f'.}".".:_-'_":'- (I
._;Indones1a Nomor 5234), o i

_'Undang-Undang Nomof 5. Tahun 2014*’55-_;::-5

" tentang "Aparatur Sipil Negara (Lembaran ..

7 Negara Republik Indonesia Tahun 2014 .~ . . =
“_f-;-i’Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara.j_‘__--?' ShEe




_ Dalam Pcraturan Bupau ini yang dunaksud dengan
= f' RRth Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu, - - '- {

L 2 _ Pemcrlntah Daerah’ adalah. Bupati. dan Perangkat Daerah
S sebaga1 unsur penyelenggara Pemermtahan Daerah SR TR

DT Republlk IndoneSIa Nomor 5494), E

Peraturan . Pemermtah ‘Nomor 38 Tahun-;'. i
72007 - teritang - Pembagian . Urusan... -
' Pemerintahan - Antara_ " Pemerintah,
- ... Pemerintahan - -Daerah - Propinsi, 'dan = -
- 'Pemerintahan: - Daerah ' Kabupaten/Kota "
- (Lembaran Negara Repubhk Indonesia .. .
.. Tahun' 2007  “Nomor 82, ~Tambahan .. -
" Lembaran Negara - Repubhk Indones1a
S Nomord4737); . ool T
*'10: Peraturan Pemenntah Nomor ‘41 Tahun ko
L 2007 tentang Orgamsam Perangkat Daerah -+ ..
(Lembaran Negara | Republik . lIndonesia. .- -
* Tahun -~2007. Nomor 89, Tambahan __
.- Lembaran - Negara Repubhk I_ndo_nesia;j RIS
.2 'Nomor 4741); e :
' ‘11. Peraturan Daerah. Kabupaten Kapuas Hulu. - .
.~ Nomor: 6 -Tahun - 2008 tentang Urusan ..~
" Pemerintahan ‘yang menjadl Kewenangan.} L
BN Pemerlntah Kabupaten Kapuas-: Hulu, P
12, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu--’_;l.' R
.7 Nomor "Tahun 2008 . . tentang - . .~
S Pembentukan Orgamsam Perangkat Daerah~ -
_-°. Kabupaten Kapuas ' Hulu sebagaimana - - -
"7 telah diubah. beberapa kali terakhir dengan .
" Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu _
-+ Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan .= .
- Kedua Atas Peraturan Daerah | Nomor 7
. Tahun 2008 tentang Pembentukan .= ,
' Organisasi Perangkat - Daerah Kabupaten;:.;.'__ SR
Kapuas I—Iulu, o R

MEMUTUSKAN

- Menetapkan . ?.f':z-'_fPERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR"
.0 .- ORGANISASI' DAN TATA KERJA' KANTOR =~
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ~DAN. .
7 'KELUARGA - BERENCANA KABUPATEN "
: ';_KAPUASHULU S A ! DU

. BABI.
KET ENTUAN UMUM

Pasal 1



:Bupatl adalah Bupatl Kapuas Hulu . B |

L Sekretans Daerah adaiah Sekretans Daerah Kabupaten

_ Kapuas Hulu

. Perangkat Daerah: Kabupaten adalah unsur Pembantu Kepala o
. Daerah:dalam - penyelenggaraan pemenntahan daerah yang .

. terdiri- darl Sekretariat Daerah, Sekretarlat Dewan PerwalkllanE e
o Rakyat Daerah ‘Dinas - Daerah Lcmbaga Tekms Daerah

_ Kecamatan dan Kelurahan e .
Peraturan Bupat1 adalah Peraturan Bupau Kapuas Hulu

. Kantor adalah Kantor Pemberdayaan Perempuan dan |
'_..Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu o e D

| 'Kepala 'Kantor adalah Kepala ~ Kantor Pembcrdayaan_';j__ R
Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas“ S
' :I—Iulu ' » : _ ‘

_Jabatan Fungsmnal adalah kcdudukan Yang menml_}ukan:'”

©  tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai- R
'~ Negeri . Sipil - (PNS) dalam  suatu  organisasi yang dalam .: "= . -

pelaksanaan tugasnya didasarkan pada kcahhan ‘dan atau L
'keterampllan tertentu serta bcr31fat mandlrl T )

: S BAB m :
oI TUGAS POKOK DAN FUNGSI '
-KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA
. BERENCANA L

Pasal 2

- Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana'--:._"” B

- mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemenntahan yang:

‘menjadi - kewenangan . pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di. o

i bidang pemberdayaan perempuan; pcrhndungan anak keluarga -

'f:- ;_herencana dan keluarga se_lahtera

Pésal 3 e

'-.Dalam melaksanakan tugas pokok sebagmmana dlmaksud dalam,:' D
" Pasal 2, Kantor Pemberdayaan Perempuan- dan ' Keluarga P

e Bercncana melaksanakan fungsi sebagal berlkut

f."a perumusan kebl_lakan teknis di’ bldang pemberdayaan'f'z'
- perempuan, perhndungan anak keluarga berencana dan .

. keluarga sejahtera; - . )
. pelaksanaan urusan pemcrmtahan di bldang pemberdayaan_j __

o perempuan, perlmdungan anak keluarga berencana dan

+" keluarga sejahtera;

.. pengelolaan’ barang mlllk/kckayaan daerah yang menjadl'_ N

- tanggung jawabnya; | .
pengawasan dan ‘pengendalian’ terhadap pelaksanaan keglatan SN RS

yang berkaJtan dengan bldang tugasnya, RES IS T |_ e T



. secara periodik;

e __-:dengan tugas pokok dan fungsmya e

o -.}?f_:f.jPasa14

* dipimpin ~oleh ; seorang" Kepala : yang. berada di bawah. dan

Daerah L

R BAB III .
SUSUNAN ORGANISASI

Baglan Kesatu -. o ; S SRR PR
Susuna:n Orgamsam -

Pasal 5

RN Keluarga Berencana terdm dar1

e .-:-;'Kepala Kantor, g SEE
b. Subbagian Tata Usaha, :

- c. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemngkatan Kuahtas -
S Perempuan, o

. Seksi Perhndungan Perempuan dan Anak

v-n oo

Kelompok J abatan Fungs1onal

g i f Bupatl 1111

i **Baggan Kédiié"'
Kepala Kantor

Pasal6 ’

;bertanggung Jawab kepada Bupatl melalm Sekretarls Daerah

.'”--'fpenyampaian laporan yang berkaltan dengan bldang tugasnya j"f =

" a pelaksanaan tugas la,m yang dlserahkan oleh Bupatl sesua; : B

;Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana o

__'_bertanggung Jawab kepada Bupat1 Kapuas Hulu melalul Sekretans' PR

: -:(1) Susunan Orgamsam Kantor Pemberdayaan Perempuan dan RERR

. Seksi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera S _;.;*- :-; '-; :{' . B

3@'_ 2} Struktur Orgamsam Kantor Pcmberdayaan Pcrempuan dan} g R
: Keluarga Berencana Seb_agalmana tercantum ‘ pada- Lamp1ran_=
- yang merupakan baglan tldak terplsahkan dan Peraturan_g

it f_Kepala Kantor adalah unsur plmplnan dan Kantor Pernberda}yaan'5= |
Perempuan- dan’ Keluarga Berencana yang: berada dlbawah dan SRRt




Pasal 7

perempuan, perhndungan anak kcluarga berencana dan keluarga
;_';se_]ahtera B SR S P S ,

mmms"

- Kepala Kantnr melaksanakan fungsi sebagai- berikut:
S Perempuan dan Keluarga Berencana, S

E Perempuan dan Keluarga Bercncana dengan instansi lainnya;
- "berencana dan keluarga sejahtera; - .
35 telah: dltetapkan

' keluarga berencana dan keluarga se_;ahtcra
f. pemantauan, ' pengawasan dan. pelaporan - perkembangan
.~ pelaksanaan kegiatan' Kantor. Pembcrdayaan Perempuan dan;
Keluarga Berencana secara penodlk : :

RS bldang tugasn}’a

Pasal 9

Usaha, _atau pejabat 1a1n yang dltunjuk S

Bagxan Ketlga S
Subbaglan Tata Usaha

Pasal 10

-i‘-:Subbaglan Tata Usaha adalah ‘unsur’ pembantu plmpman pada
--Kantor Pcmberdayaan Pcrempuan dan. Keluarga Berencana: yang .
g d1p1mp1n ‘oleh ' seorang Kepala Subbagian dan - berada dlbawah
serta bertanggung Jawab kepada Kepala Kantor ' .

-' ':'Kepala Kantor mempunyal tugas mermmpm keglatan pelayanan ;f'?;_ FEE

i Berencana sesuai - dengan kewenangan di bidang pemberdayaan

f Untuk melaksanakan tugas sebagmmana d1maksud dalar_n Pasal 7 R
. penetapan ‘rencana. operasmnal Kantor Pembel'daya,an"{-'._j . R

| . pengkoordinasian -seluruh - kegiatan - Kantor Pemberdayaan :

. penyusunan - kebijakan - ‘teknis penyelenggaraan di bldaﬂg.;'fi
" pemberdayaan’ perempuan, - perhndungan anak keluarga'_}

f_::'_".--ij_pembenan petunjuk ‘penyelenggaraan- pelayanan umum dan..
.. teknis -sesuai dcngam rencana opcrasmnal dan kebl_jakan yang A

2 _pelak anaan pengawasan dan pengcndallan penyclenggaraan dx__g : e
. bidang - pemberdayaan .perempuan, perlindungan - anak SR

g. pelaksanaan’ tugas lam yang dlberlkan Bupa’u sesual dengan'f_g_’jg'g_j;f - |

Dalam hal Kepaia Kantor berhalangan maka pelaksanaan tugas'?.‘.:' 1:{;
+pokok 'dan’ fungsmya dilaksanakan oleh Kepala Subbaglan Tata_f.' N




Pasal 11

__ Subbaglan ’I‘ata Usaha sebagmmana dnnaksud dalam Pasal 10

= Berencana

Pasa_l 12

11, Subbaglan Tata Usaha melaksanakan fungsi sebagai berikut:
a. - penyusunan rencana kegiatan Subbaglan Tata Usaha; '
b.  penyiapan bahan penyusunan rencana strategis Kantor; -
' ¢, penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Kantor
_"d.” penyusunan laporan keuangan dan kinetja Kantor, s
e

= » . kepegawaian dan perlengkapan Kantor : o
R pemantauan,. ‘pengevaluasian dan ' pelaporan : hasﬂ

~secara periodik;

-dengan b1dang tugasnya

' Baglan Keempat

e Perempuan I

Pasai 13

- Perempuan adalah unsur pelaksanaan. pada Kantor Pemberdayaan.
e Kepala - Seksi berada d1 bawah serta bertanggung Jawab kepada‘- )
o Kepala Kantor T L _ _ .

Pasa_l 14

 tugas - ‘membantu - Kepala Kantor dalam memfasﬂltasr”"”,
i pengarustamaan gender dan menmgkatkan kualltas hldup_ _
Z'.-'a_.;;:perempuan T T L ST _ Lo

- mempunyai- tugas membantu Kepala Kantor dalam. penyusunan - -

_.rTencana ' strategis, penyusunan . ‘dokumen _ perencanaan. dan -
“anggaran, . laporan “keuangan . dan klnerja dan pelaksanaan’-_ .
j'ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, ~képegawaian dan’ . -
perlengkapan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluargai

e Untuk melaksanakan tugas sebagarmana dnnaksud dalam Pasali'_ o

. " pelaksanaan -~ ketatausahaan, ' kear31pan, : perpustakaan,--?‘:_';‘:;'_'_'_5'-

-perkembangan - pelaksanaan tugas Subbagian ’I‘ata Usaha; -

ey g pelaksanaan. tugas lain yang :hbenkan Kf:pala Kantor sesua:a'_'_

i Sek51 Pengarusutmnaén Gender dan’ Pemngkatah Kualltas Hldup ;’ L

:: i_, Sek81 Pengarusutamaan Gender dan Pemngkatan I-{uahtasi.';.

. "Perempuan dan Keluarga Berencana yang dipimpin oleh seorang - :'

'Sek31 Pengarusutamaan Gender dan Pemngkatan Kuahtas Hldup'.;'.i_.f'_'_i'
Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai =



-Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagannana dlmaksud dalam Pasal
14, -Seksi Pengarustamaan - Gender dan ‘Peningkatan Kualitas.
Perempuan melaksanakan fungsi sebagai berikut: ' _
a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengarusutamaan Gender _
dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan; ' -
b. pemfasilitasian penguatan  kelembagaan dan. pengernbangan.'
- mekanisme pengarustamaan gender; .
. pelaksanaan peningatkan kualitas hidup perempuan
pelaksanaan analisis gender; ' ‘
~ pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran 1nforma81 gender, o
. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas
 Seksi: Pengarustamaan Gender dan - Penmgkatan Kuahtas
o Hldup Perempuan; - - y
g. pelaksanaan tugas lain yang dlberlkan oleh Kepala Kantor'
' _sesual dengan tugas dan fungsmya

aclis B < R e I

Baglan Kelima
Sek51 Perhndungan Perempuan dan Anak -

Pasal 16
Seksi Perhndungan Perempuan dan Anak adalah unsur pelaksana
pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada di bawah serta -
~ bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
Pasal 17

_ Seksi_'Perlindungéh Perempué.ﬁ dan Anak éebagaJmaha dimaksud -

. dalam Pasal 16, mempunyai tugas membantu Kepala Kantor
o dalam melaksanakan perhndungan perempuan dan anak ' :

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

17, -Seksi Perlmdungan Perempuan dan Anak melaksanakan: ;

fungsi sebagai berikut: .
a. penyusunan - rencana kerja Sek51 Perhndungan Perempuan

- . dan Anak; ;

" b. penyiapan  bahan penyusunan kebgakan di bldang .

- perlindungan perempuan dan anak; ?

C.. pelaksanaan perlmdungan terhadap perempuan dan anak

~d.. fasilitasi penguatan lembaga/ orgamsam masyarakat untuk

. perlindungan perempuan dan anak; | :

. penya31an informasi perlindungan perempuan dan anak

f.. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pclaksanaan tugas-

" Seksi Perhndungan Perempuan dan Anak |



..\
1
|
1

g pelaksanaan tugas 1a1n yang chberlkan oleh Kepala Kantor
L sesua1 dengan tugas dan fungsmya Ll S S

o Baglan Kcenam
Seks1 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pasal 19

i '_Sek31 Keluarga Berenca_na dan Keluarga Sejahtera adalah unsur
- pelaksana pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga -
- 'Berencana - yang dipimpin‘.oleh seorang Kepala Seksi berada

g ‘--d1bawah serta bertanggung Jawab kepada Kepala Kantor _

Pasal 20

Sek31 Keluarga Berencana dan Keluarga SeJahtera sebagalmana‘
dimaksud dalam Pasal 19, mempunyai tugas membantu Kepala
 Kantor ‘dalam. melaksanakan keglatan keluarga berencana dan
...keluarga sejahtera . o .

1
I

Pasal 21

S '-Untuk melaksanakan tugas sebaga_tmana dlmaksud dalam Pasal-
'+ 20, Seksi - Keluarga - Berencana dan Keluarga Sejahtera
g _melaksa.nakan fungsi sebagai berikut: - |
‘. a. penyusunan rencana kerja Sek51 Keluarga Berencana dan, '
~-Keluarga Sejahtera; . R
. . pelaksanaan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana
. .'kesehatan produksi serta peningkatan partisipasi pria; ‘
G pembinaan terhadap penyuluh Keluarga Berencana dan materl
<. penyuluh;- o o \ S
d. 'penyelenggaraan pelayanan kesehatan produks1 rema_}a (KRR),‘
¢ Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Blna
 Keluarga Lansia (BKL), dan pendidikan pra kelah1ran, :

. bagi kcluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera; . 7

L penyelcnggaraan advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi :

_(KIE] ‘dan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualltas,

. pencatatan, pelaporan’ dan evalua81 keglatan keluarga_

berencana dan keluarga sejahtera; : | _ ‘

. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas

-~ -Seksi Keluarga Berencana dan Keluarga. Sejahtera; ‘

i pelaksanaan ‘tugas lain' yang- diberikan . oleh Kepa.la Kantor‘.
sesuai dengan tugas ‘dan fungsmya ‘ T

. pembinaan teknis peningkatan pengetahuan dan keterampﬂan -



A Baglan KetU.Juh
Kelompok J abatan Fungszonal

Pasal 22 |

L kelompok sesuai dengan keahhannya

_: _f yang d1m111k1nya S

: Pésal 23’

! yang berlaku

(: Jumlah tenaga fungsmnal " dltentukan | berdasarkan_ "
e kebutuhan, beban ketja serta peraturan perundangﬂundangan =

_ ._-;_;-E_Kelompok jabatan fungsmnal tcrdm dan sejumlah tenagaif;-._ __j .
- dalam Jenjang fungsional yang . terdm dalam bq;‘b_agal_

Kelompok Jabatan fungsmnal ' mempunyal i tugas' - -
. melaksanakan tugas khusus sesual dengan bldang keahhan S

Pembmaan terhadap tenaga fungswnal dllakukan oleh Kepala ' DR

. Kantor ‘melalui” pimpinan - unit keI‘Ja _Vang berada dalam:

- ;-hngkup keljanya L

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 24

o : Vumt kelja sesua1 dengan tugas masmg—m;asmg o ‘

Pasa125 o 1‘

::Setlap plmpman unlt ker:}a Wajlb mengawa31 bawahannya rnasmg—

ki _» _angkah yang dlperlukan sesual dengan peraturan yang berlaku

‘?'Pasai'26”_' L : j | 1

(1) Setiap " pimpinan imit kerja’ Wajlb memlmpm “dan -
S mengkoord1na31kan - bawahannya ° masing- masmg dan-:'

- masing dan bila teljadl penylmpangan agar mengambll langkah e

| 'Dalam melaksanakan tugas, setlap plmpman umt kerja dan S s
. kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan pnn81p koordinasi, -
'+ intergrasi:-dan sinkronisasi dalam ]mgkup kerjanya maupun antar - AT

SE ':fr'r.'_membenkan petunjuk bagl pelaksanaan tugas bawahannya. = C

berkala

-Dalam rangka pembenan b1mb1ngan kepada bawahannya_-'
-masmg-masmg plmplnan unlt ker:]a wajlb mengadakan rapat s



Pasal 27

Sctlap plmpman “satuan orgamsasn wapb menglkutl mematuhl _

.- petunjuk, ‘bertanggung jawab kepada atasan masing- masmg dan

" s mcnylapkan laporan berkala tepat pada waktunya ‘

Pasal 28

o ,:'Laporan yang dltenma oleh setlap pimpinan unit ktea Wajlb dlolah |

e - dan bahan penyusunan laporan lebih lanjut

untuk kemudian dipergunakan sebagai petunjuk kepada bawahan

Pasali29 =~ ) I

Dalam penyiampaian. laporan kepada atasan, tembusan laporaﬁ -

. wajib disampaikan pula kepada unit kerja lain yang secara

o fungsmnal rnempunyau hubungan keIJa
: : - BAB VI
| KETENTUAN LAIN- LAIN

Pasa.l 30

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masmg— :

masing unit kerja, seluruh pemegang jabatan struktural, jabatan '

.. non struktural, dan jabatan fungsmnal mengacu pada peraturan '

L 'perundang—undangan yang berlaku

. BAB A%
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

I—Ial lam yang belum dlatur dan belum cukup dlatur dalami

s . akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. !

" peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya
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‘Pasal32 SR ﬂ

S _"Peraturan Bupatl ini mulau berlaku pada tanggal diundangkan

o _-Agar setlap orang dapat mengetahumya, ' memermtahkan
pengundangan Peraturan  Bupati ini dengan penempatannya'

o  :5 .dalam Benta Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Di etapkan d1 Putus31bau .
e 2 ggal 25 Vovem‘ber 2014
\ .

. Dlundangkan di Putussibau N o]
;-padatanggal 26Novcmber2014 SR o

S '_.NOMOR 46 SR AN




